WALI KOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 2?4 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN

SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN

CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GORONTALO,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6

Mengingat

Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum
Protokol Kesehatan dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona
Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan
Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan
Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Daerah, maka periu
membentuk Peraturan Wali Kota Gorontalo tentang Penerapan
Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai
Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) Di Kota Gorontalo;

: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1322);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);
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3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 258 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4060);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana teiah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2015 Nomor 91, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5647);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157j;

7. Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2020 tentang
Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan
Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus
Disease (Covid-19) (Berita Daerah Provinsi Gorontalo

Tahun 2020 Nomor 41).

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol
Kesehatan dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona
Virus Disease 2019.

2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala

Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan
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Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan

dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA GORONTALO TENTANG PENERAPAN

DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19j DI KOTA GORONTALO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

L.

2.

&

Daerah adalah Kota Gorontalo

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
Wali Kota adalah Wali Kota Gorontalo.

Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Gorontalo.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19)
Kotai Georontalo yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah tim yang
dibentuk oleh Wali Kota Gorontalo, mempunyai tugas mempercepat
penanggulangan Covid-19 melalui sinergitas antar pemerintah, badan

usaha, akademisi, masyarakat dan media.

Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah
penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome-

Corona Virus-2.

Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran
administrasi atau ketentuan peraturan yang bersifat administratif

berdasarikan Peraturan Wali Kota ini.
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